Menimbang :

Mengingat

BUPATI BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE

NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masya-rakat
serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai tujuan
pembangunan akan dapat diwujudkan secara efektif
melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang
bersinergis antara Pemerintah Daerah dan pelaku usaha
serta masyarakat;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 74 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, ditegaskan mengenai kewajiban Perusahaan
untuk  menerapkan = Tanggungjawab  Sosial dan
Lingkungan Perusahaan;

bahwa  Tanggungjawab  Sosial dan  Lingkungan
Perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk
berperan serta  dalam = pembangunan ekonomi
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan
dan lingkungan agar pelaksanaan kegiatan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memperoleh
hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus
bersinergi dengan program Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab
Sosial Perusahaan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
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Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor S Tahun 1990 tentang
KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4987);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 89, Tambahan 10 Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5305);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE

TENTANGTANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraturanDaerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

ook

Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom,;

Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone;

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bone;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bone sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP,
adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan
penanaman modal untuktetap menciptakan hubungan yang serasi,
seimbang, dan sesuai denganlingkungan, nilai, norma, dan budaya
masyarakat setempat;

Pelaku usaha yang selajutnya disebut perusahaan adalah setiap bentuk
usaha yang berbadan hukum atau tidak, milikorang perseorangan,
milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milikswasta maupun
milik Negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh denganmembayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun
penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan
hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara
langsung maupun tidak langsung.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang
memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan
peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini
dan generasi masa depan.

Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang
perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta
keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan TSP.
Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan
perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai
kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa
mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan
perilaku perusahaan yang bersangkutan.

Wilayah sasaran TSP adalah kawasan industri, kawasan pemukiman
penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di
laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak
langsung sebagai akibat aktivitas usaha sehingga fungsi lingkungan
hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan nonfisik.
Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah bentuk
investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi
perusahaan.

Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDL
adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah
Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam
Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.

Fasilitas TSP adalah bentuk penghargaan, dan/atau kemudahan yang
diberikan Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TSP
dan Lingkungan Perusahaan.

Pembiayaan TSP dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang
digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai
biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang
diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.
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Lembaga Pengelola TSP dan Lingkungan Perusahaan, untuk selanjutnya
disebut Lembaga, adalah wadah yang mempersatukan berbagai
pemangku kepentingan yang bertugas menyelaraskan/mensinergikan
program TSP dan Lingkungan Perusahaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan:

a.

untuk memberikan dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah
dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam
penyusunan program pembangunan secara umum yang berbasis
masyarakat; dan

untuk memberi pedoman dan arahan bagi pelaku usaha dan
pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program TSP di
Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.

b.

agar tersusun batasan yang jelas dan pasti tentang TSP termasuk
lingkungan perusahaan beserta pihak yang menjadi pelakunya;
agar terselenggara TSP secara terpadu dan berdaya guna sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

agar terwujud kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku
usaha dalam pelaksanaan TSP;

agar dapat mengurangi dampak negatif dan terciptanya dampak
positif keberadaan perusahaan; dan

agar dapat terwujud kebijakan mengenai parameter pemberian
penghargaan bagi pelaku usaha pelaksana TSP.

BAB III
ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas
Pasal 4

Penyelenggaraan TSPberdasarkan atas asas;

oo Q0T

kepastian hukum;
kepentingan umum;
kebersamaan;
partisipatif dan aspiratif;
keterbukaan;
berkelanjutan;
berwawasan lingkungan;
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kemandirian; dan
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah inimeliputi :

a.

=

B oo

5o o

—

—.

(1)

(2)

(1)

(2)

asas, prinsip, dan ruang lingkup;
pelaksanaan TSP;

program TSP;

peran serta masyarakat;

penghargaan;

pengaduan dan penyelesaian sengketa;
pembinaan dan pengawasan;

forum pelaksana TSP;

sanksi administrasi;

ketentuan peralihan.

Pasal 6

Bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan
hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis
kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih atau dialokasikan
dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.

Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang
dan/atau  berkaitan dengan sumber daya alam wajib
menganggarkan dan mengalokasikan pelaksanaan TSP sebagai
biaya perusahaan.

BAB IV

PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 7

Pelaksana TSP yakni perusahaan yang menjalankan usahanya di
Daerah.

Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara dan/atau



Badan Usaha Milik Daerah  baik yang menghasilkan barang
maupun jasa.

(3) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
tingkat pusat, tingkat cabang atau unit pelaksana yang
berkedudukan dalam wilayah daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan diwajibkan:

a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP
sesuai dengan prinsip TSP dengan memperhatikan kebijakan
Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem
jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta
melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan,
Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan

c. menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan
dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan

perusahaan.
BAB V

PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 9

(1) Program TSP meliputi:
a. bina lingkungan dan social,;
b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
c. program langsung pada masyarakat.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan
ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial,
mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkokoh
keberlangsungan berusaha para pelaku dunia wusaha dan
memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program TSP sebagaimana
dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 10

Setiap Perusahaan melaksanakan TSP sesuai dengan rencana yang
telah disepakati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pasal 11

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan program

TSP;

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diwujudkan dalam bentuk:

a. penyampaian usulan, saran, masukan dalam proses
penyusunan program TSP.

b. pengaduan terhadap pelaksanaan TSP yang tidak sesuai
dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 12

Bupati memberikan penghargaan kepada perusahaan yang secara
terus menerus telah melaksanakan TSP dengan hasilbaik dan
sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan
penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Pengaduan
Pasal 13

Semua pihak yang berkepentingan baik Pemerintah, Masyarakat,
Perusahaan, Asosiasi Bisnis, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
dapat mengajukan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan TSP.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Bupati.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa
Pasal 14

Penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi sebagai akibat
pelaksanaan TSP dilakukan secara musyawarah untuk mencapai
mufakat.



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak tercapai mufakat, para pihak dapat menempuh
upaya penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di
luar pengadilan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan program TSP Perusahaan.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1)
secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
mempunyai tugas dan fungsinya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
FORUM PELAKSANA TANGGUNGJAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN
Pasal 16
Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Bupati dapat
membentuk Tim Pelaksana TSP.

Tim Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri
dari unsur:

a. masyarakat;

b. perusahaan;

c. Perangkat Daerah;

d. akademisi.

(3) Tugas pokok Tim Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) yakni:

a. memfasilitasi program TSP;

b. menerima, menghimpun dan memverifikasi program-program
TSP;

c. memverifikasi dokumen permohonan kegiatan yang didanai

dari program TSP;

melakukan survey lokasi program TSP;

merekomendasikan pengeluaran dana untuk program TSP;

melakukan pengawasan lapangan program TSP;

melakukan inventarisasi perusahaan yang melaksana-kan

program TSP;

™o Q
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h. melakukan evaluasi pelaksanaan program TSP; dan
i. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

(4) Biaya pelaksanaan tugas pokok Tim Pelaksana TSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

(1) Perusahaan BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta yang tidak
melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

(2) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, berupa :

a. Teguran;
b. Peringatan tertulis; dan
c. Pembatasan izin kegiatan usaha.

(3) Tim Pelaksana TSP yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 16

ayat (2) dapat diberhentikan oleh Bupati atas rekomendasi DPRD.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. kegiatan TSP yang telah ditetapkan dan sedang dilaksanakan tetap
dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan
Peraturan Daerah ini; dan

b. dalam hal kegiatan TSP yang telah ada dan dinilai berhasil dapat
dijadikan proyek percontohan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah
ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan
Daerah ini ditetapkan.
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Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 24 Maret 2019

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI
Diundangkan di Watampone
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A.SURYA DARMA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B.HK.HAM.02.014.19 TAHUN 2019
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-
cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional
bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Sehubungan dengan itu,dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas yakni dalam Pasal 74, secara tegas
dinyatakan sebagai berikut:

“ Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakantanggung
jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana
yangdiperhitungkan sebagai biaya perseroan, yang pelaksanaannya
dilakukandengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban”.
Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman modal, yakni Pasal 15 menegaskan yakni mewajibkan
setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab
sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar
lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada sisi lain sejatinya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah
sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk

berkontribusi kepada masyarakatagar kehidupannya lebih baik, dan
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kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya.
Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilaiitu
melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk
mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial
secara terprogram dengan merujuk konsep Tanggungjawab Sosial
Perusahaan sebagai bagian dari identitasperusahaan mereka.

Ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi manajemen perusahaan
untuk lebih memperhitungkan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial
Perusahaan, antar lain[] Pertama, Kepedulian dan harapan baru dari
masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam
konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur
lingkungan perusahaan (businessenvironment). Kedua, Kriteria sosial
semakin meningkat sehingga mempenga-ruhi keputusan investasi
perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun
sebagai penanam modal. Ketiga,Menunjukkan kesadaran terhadap
kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.
Keempat Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan
informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai
kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki
kewajiban yang bersifatetis. Etika bisnis merupakan tuntunan
perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik
dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak
boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada
masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam,
dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat dipahami
sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi
perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai
upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan
lingkungan.

Kesadaran tentang pentingnya Tanggungjawab Sosial Perusahaan ini
menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian
mengutamakan pemangku kepentingan. Tanggungjawab Sosial
Perusahaan ini selain wujud penerapan prinsipgood corporate

governance juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan
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Millenium Development Goals (MDG), salah satu diantaranya adalah
pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.

Tidak dapat diingkari bahwaTanggungjawab Sosial Perusahaan
bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik,
membangun dan memperkokoh pencitraan, kepercayaan, keamanan
sosial, memperkuat investasidan keberlanjutan perusahaan. Bagi
masyarakat, Tanggungjawab Sosial Perusahaan bermanfaat untuk
perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial
ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi
kesenjangan dan keterpencilan.

Pada sisi lain Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan bagi
pemerintah adalah bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen
bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak
swastaagar dapat terlaksana secara sistema-tis dan
berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.
Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah sebuah proses dengan itu
perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku
kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadaplisensi
sosial atas operasional mereka di suatu daerah. Sebagai
standarpelaksanaan dapat dirujuk misalnya prinsip Corporate Social
Responsibility dariUnited National Global Compact dan Acuan Social
Responsibility dan ISO 26000yang dirumuskan oleh International
Organization for Standardization (ISO) bulanSeptember 2004 yang
diberi nama Guidance Standard on Social Responsibility.

Untuk menilai implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan
(termasuk lingkungan) dalam sustainable report,terdapat tiga jenis
standar pengungkapan berdasarkan Global Reporting Initiative(GRI),
yaitu: (1) strategi dan profil Tanggungjawab Sosial Perusahaan, (2)
pendekatan manajemen dan (3) indikator pelaksanaan. Untuk
masing-masing standar mempunyai acuandalam mengungkapkan
Tanggungjawab  Sosial Perusahaan dan lingkungan dalam

sustainability report.
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PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas
dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar
dalam setiap kebijakan dantindakan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah
asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara,
berbangsa danbermasyarakat dalam arti yang seluas-
luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup
masyarakat yang luas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas
yang mendorong peran seluruh pelaku
usaha/perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan
usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Huruf d
Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah
keterlibatan dalam suatu proram atau kegiatan tertentu
dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan
dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi program kegiatan. dimaksud dengan asas
aspiratif adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan
dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan
datang.
Huruf e
Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas
yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak
diskriminatif tentang suatu kegiatan.
Huruf

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah asas yang
secara terencana pengupayakan berjalannya proses
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pembangunan melalui suatu kegiatan untuk menjamin
kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek
kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan
datang.

Huruf g
Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan
adalah asas yang dilakukan dengan tetap memperhatikan
dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan
lingkungan hidup.

Huruf h
Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah asas
yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi
bangsa dan Negara dengan tidak menutup diri pada
masuknya input dari luar demi terwujudnya
pertumbuhan ekonomi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang
berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi
wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan prinsip kesadaran umum adalah

proses penghayatan atau pengetahuan yang penuh dari
masyarakat/individu-individu terkait dirinya sendiri dan
lingkungannya yang memerlukan suatu persepsi dari
dalam diri dan luar lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip kepedulian adalah sikap
menghiraukan, sikap memperhatikan orang lain atau
suatu sikap untuk ikut serta dalam mengerti dan
memahami masalah serta kesusahan orang lain yang
diwujudkan dengan membantu berupa dukungan materi
maupun non materi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah
adanya hubungan setiap bagian sehingga secara
keseluruhan tampak keterkaitannya baik dalam kata
maupun realita yang ada.
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Hurufd
Yang dimaksud dengan prinsip kepatuhan hukum adalah

ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap,
tindakan atau tingkah laku manusia.

Yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis adalah cara-
cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup
seluruh  aspekyang  berkaitan dengan  individu,
perusahaan, industri dan juga masyarakat.

Huruf e
Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah sikap

keswaskarsaan, yaitu berbuat sendiri secara aktif dan
kebebasan untuk mengambil keputusan, penilaian,
pendapat dan pertanggungjawaban.

Huruf f
Yang dimaksud dengan prinsip sensitivitas adalah

kepekaan terhadap kondisi sosial lingkungannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip keberpihakan adalah hal
berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran masya-
rakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip kemitraan adalah adanya
kerjasama  antara usaha kecil dengan usaha
menengah /usaha besar disertai oleh pembinaan dan

pengembangan berkelanjutan oleh usaha
menengah /besar dengan memperhatikan prinsip saling
memerlukan, memperkuat dan menguntungkan

atauperihal hubungan/jalingan kerjasama sebagai mitra.

Hurufi

Yang dimaksud dengan prinsip inisiasi adalah sikap
dariperusahaan yang mampu memunculkan langkah atau
upayayang menimbulkan dampak positif di masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip mutualistis adalah
mampu membentuk kemitraan (net working) yang saling
mengun-tungkan dengan pihak-pihak lain.

Yang dimaksud dengan prinsip non diskriminasi (tanpa
perbedaan) adalah pemberian perlakuan yang sama bagi
semuadan tidak memberi keuntungan kepada pihak
tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan
nasional.
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Huruf k

Yang dimaksud dengan prinsip koordinatif adalah
bersifatkoordinasi, yaitu mengemukakan visi dan misi untuk
mencapai ketertarikan hubungan antara perusahaan dengan
masyarakat sekitarnya.

Huruf 1

Yang dimaksud dengan manajemen yang sehat adalah
manajemen yang baik jika diukur dari tingkat pertumbuan
modal, aset, volume usaha atau dari segi keuangan,
produktivitas, pemasaran dan kualitas mutu yang baik.

Huruf m
Yang dimaksud dengan profesional adalah profesi yang
memerlukan kepandaian khusus untuk

menjalankannya/kompeten dalam suatu pekerjaan tertentu,
mampu menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam,
kreatif dan inovasi atas bidang yang digelutinya serta harus
selalu berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan
integritas profesi.

Huruf n

Yang dimaksud dengan transparan adalah  prinsip
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui danmendapatkan akses informasi seluas-luasnya
tentang tanggungjawab sosial (suatu persoalan).

Huruf o

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah penanggung-
jawab  penyelenggaraan suatu urusan = pemerintahan
ditentukan berdasarkan kedekatannnya dengan luas, besaran
dan  jangkauan dampak  yang  ditimbulkan oleh
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Huruf p

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk
menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru.

Yang  dimaksud dengan inovatif = adalah bersifat
memperkenalkan sesuatu yang baru.

Huruf q

Yang dimaksud dengan terukur adalah dapat dinilai dari
tujuandan sasaran bidang yang dimaksud baik yang bersifat
kualitatif maupun kuantitatif jika dibandingkan dengan titik
tolak keadaan sebelumnya.
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Hurufr

Yang dimaksud dengan program perbaikan berkelanjutan
adalah program yang terus menerus mampu menyesuaikan
diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni dalam berkarya dan berkehidupan bermasyarakat.

Huruf s

Yang dimaksud dengan keadilan yang bijak adalah
memberikan hak yang sama kepada orang lain sesuai dengan
kebutuhan dan fungsinya dengan menaruh segala sesuatu
pada tempatnya.

Huruf t

Yang dimaksud dengan kebijakan yang adil adalah kebijakan
yang dirumuskan untuk terbangunnya keserasian berbagai
tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi sesuai
dengan karakter dan kebutuhannhya dan perumusannya yang
realisir dan aplikabel dan dibangun bersama stakeholder.

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan bantuan pembiayaan" adalah
sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen
secara sukarela tetapi terprogram untuk Tanggungjawab
Sosial Perusahaan. Uang tersebut bukan aliran dana derma
(charity) atau yang berifat kedermawanan (philanthropy).

"

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kompensasi" dalam ketentuan ayat
inibukanlah bentuk pertanggungjawaban hukum dalam
bidang hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam
undang-undang lingkungan, tetapi merupakan penggantian
atas kerugian yang diakibatkan oleh pendirian bangunan
fisik dan operasional perusahaan.

Huruf ¢
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.
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Pasal 8
Ayat (1)
Mata anggaran dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan sangat
ditentukan oleh otoritas dalam lingkungan perusahaan yang
tidak dapat diintervensi oleh pemerintah. Namun demikian
tetap dalam koridor peraturan perundang-undanganyang
berlaku.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "perusahaan yang secara lang-sung
mengelolasumber daya alam" adalah perusahaan yang kegiatan
usahanyamengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
Yang dimaksud dengan biaya perusahaan adalah biaya
yangdianggarkan dalam pembiayaan perusahaan.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas.
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Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.
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